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KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dengan telah ditetupkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar .Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi “Izin Trayek dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24
April 2006 dengan Nomor 8, maka guna meningkatkan ketertiban, kelancaran
dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan penumpang umum di
Kabupaten Karanganyar perlu diatur petunjuk pelaksanaannya’

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-1"c4xi 090 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambah n 1cuibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4349);
Undang-Unidang  Republik  Indonesia - Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang An~lutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomer 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); i

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang . Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 4139);
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Keputusan Menteri  Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata

Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara

Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tmokat 11 ]\dldl]Udl])dr Nomor 7 Tahun

1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991
Nomor 49);

. Peraturan Daerch Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000
Nomor 32 Seri B.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2006 Nomor 8);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah

* Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

.. PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR
NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |,

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

LI ) —

i

9,

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bupati adelah Bupati Karanganyar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutnya
disingkat DPU dan LLAJ adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas
Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar. '

Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan KPT adalah
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat
lain dengan menggunakan kendaraan.

Kendaraa. t:dak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang
atau hewari.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan
oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung,

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16
orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk
tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter.
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Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 sampai dengan 28
orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk
tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 meter sampai dengan 9
meter.

Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapacitas lebih dari 28 orang
dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat
duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang
kegunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang khusus.

Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpun dan/atau ruang kegiatan
yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan
sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan
menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul
jaringan transportasi.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang
dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap,
lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten
Karanganyar.

Jaringan Trayck adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan
jarigan pclayanan angkutan orang;

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu
daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada
wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil
penumpang umum yang terkait dalam trayek.

Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang
memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau
Kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap,
yang melayani antar ‘jemput penumpang umum, antar jemput karyawan,
pemukiman dan simpul yang berbeda.

Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang
telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangannya di luar
izin trayek yang dimiliki.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pehgaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan. :

‘BAB 11
I1ZIN TRAYEK

Pasal 2

Pelayanan angkutan penumpang umun dalam jaringan trayek dilakukan dengan
kendaraan angkutan penumpang sebagai berikut:

a.

Mobil Penumpang Umum;

b. Mobil Bus Umum;

C.

Kendaraan Khusus.



i : Pasal 3

Untuk daerah-daerah tertentu, yang memiliki karakteristik pelayanan dan permintaan
angkutan khusus serta kondisi medan geografis yang spesifik, dapat dipertimbangkan
pemakaian kendaraan khusus sebagai angkutan khusus dan/atau angkutan serba guna
untuk melayani penumpang beseita barang.

Pasal 4

Setiap 'kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian dalam rangka menjamin
keselamatan, kelestarian lingknngan, pelayanan umum dan/atau kelaikan uji
kendaraan sebagai persyaratan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 5

(1) Jaringan trayek pedesaan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Jaringan trayek di Kabupaten Karanganyaar terdiri dari Angkutan Pedesaan dan
Angkutan Perbatasan.
(3) Angkutan perdesaan dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu
daerah kabupaten yang menghubungkan :
a. Kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan;
b. Kawasan Ibukota kabupaten dengan kawasan perdesaan.
(4)  Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak terjadwal;
b. Jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;
¢. Pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan
waktu menunggu relatif cukup lama;
d. Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan
sekurang-kurangnya terminal tipe C;
e. Dilayani dengan mobil bus kecil dan mobil penumpang umum.
(5) Angkutan perbatasan dilaksanakan dalam jaringan trayek yang menghubungkan:
a. Antara kotn dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah

kabupatzn;

b. Antara kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah
kota;

c. Antara kota dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kota
lain;

d. Antara kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah

kabupaten lain.
(6) Pelayanar angkutan perbatasan diselenggarakan deng.ui ciri-ciri sebagai berikut :

a. Mempunyai jadwal tetap atau tidak terjadwal;

b. Belum terlayani trayek AKAP atau trayek AKDP;

¢. Dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum;

d. Berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang
yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.

Pasal 6

(1) Kepala DPU dan LLAJ mengadakan perencanaan angkutan penumpang umum
trayek baru dan/atau evaluasi terhadap kebutuhan pelayanan angkutan
penumpang umum pada jaringan trayek di Kabupaten Karanganyar.

(2) Setiap pembukaan trayek baru, penambahan armada dan/atau perubahan trayek

 pedesaan kendaraan bermotor umum dapat dilakukan setelah diadakan
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survey/pznelitian kelayakan teknis kebutuhan angkutan umum pada ruas trayek
yang dimohon.

Berdasarkan hasil survey/penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal
ini, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu atas nama Bupati dapat menerbitkan Izin
Trayek.

Pasal 7

Setiap penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini wajib mendapatkan Izm Trayek dari

Bupati.

Untuk mendapatkan izin trayek se baganmana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

pemoho:: mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala

KPT dengan melarpirkan :

a. Rekomendasi lepala DPU dan LLAJ untuk menerbitkan Surat Persetujuan
Izin Trayek; |

b. Surat Izin Tempat Usaha (HO) atau Izin Gangguan bagi usaha angkutan yang
harus memiliki garasi;

c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

d. Buku Uji Kendaraan;

e. Izin Usaha Angkutan Umum.

Kepala KPT menerbitkan Surat Persetujuan I"'m Trayek dan/atau surat

penclakan permohonan izin trayek dengan disertai alasan teknis berdasarkan

hasil survey penelman angkutan umum.

Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini,

Kepala KPT melakukan pemeriksaan administratif dan pengkajian terhadap

permohonan izin trayek yang bersangkutan.

Keputusan Pemberian Izin Trayek diberikan kepada pemohon paling lambat 12

(dua belas) hari sejak permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan

benar.

Keputusan Pemberian Izin Trayek ditetapkan oleh Kepala KPT atas nama

Bupati.

Keputi:san Pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bentuk dan isi Keputusan Pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) Pasal ini tersebut dalam Lampiran I, IIA, IIB, IIC, IID dan IIE Peraturan

Bupati ini.

Pasal 8

Pemegang Izin Trayek diberi Kartu Pengawasan/Jadwal Jam Perjalanan untuk
setiap armada kendaraan angkutan penumpang umum.

Kartu Pengawasan/Jadwal Jam Perjalanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
Pasal ini wajib berada pada setiap kendaraan umum yang dioperasikan sebagai
bukti dokumen perjalanan yang sah dalam pelayanan angkutan penumpang
umum di jalan sesuai izin trayek yang telah ditetapkan.

Kartu Penigawasan/Jadwal Jam Perjalanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal
ini berlaku sclama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan
Pemberian Izin Trayek sesuai pasal 7 ayat (5) huruf ¢ dan wajib untuk
diperbaruhi guna evaluasi pelayanan angkutan umum.

Bentuk dan isi Kartu Pengawasan/Jadwal Jam Perjalanan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
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Pasal 9

Untuk  melaksanakan operasional pelayanan angkutan umum di jalan
berdasarkan Keputusan Pemerintah  1zin Trayek yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) Kepumsan i1 ditetapkan
Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek oleh Kepala KPT.

Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
mencantumkan seluruh armada kendaraan angkutan penumpang umum yang
dimiliki oleh pemegang Izin Trayek.

Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek masa berakhirnya sesuai Keputusan
Pemberian Izin Trayek yang telah ditetapkan sesuai Pasal 7 ayat (7) huruf c.
Bentuk dan isi Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek sebagaimana tersebut dalam
Larapiran ITA dan Lampitan II C Peraturan Bupati.

Pasal 10

Izin Insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan
angkutan untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang
dari izin trayek yang dimiliki.
Untuk mendapatkan Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPT dengan dilampiri
persyaratan salinan dokumen sebagai berikut :

a. Kartu Pengawasan / Jadwal Jam Pelajaran;

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

¢. Buku Uji Kendaraan.
Izin Insidentil ditetapkan oleh Kepala KPT.
Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk satu kali
pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.
Bentuk Izin Insidentil sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan
Bupati.

Pasal 11

Keputusan pemberian izin trayek dapat dicabut oleh Kepala KPT atas nama Bupati

apa
a.

d.

o

bila : ,

Pemegang i1 travek tidak memulai usahanya dalam waktu 6, (enam) bulan sejak
tanggal ditetopkannya Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek. :

Pemegang iz tiayck tidak menjalankan usahanya lebih dari | (satu) tahun
berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Armada kendaraan bermotor umum yang dimiliki dijual kepada pihak lain tanpa
persetujuan Kepala KPT atas nama Bupati.

Armada kendaraan bermotor umum sudah tidak berada dalam kepemilikan dan
kekuasaan pemegang izin trayek.

Atas permolonan pemegang izin trayek sendiri.

Pemegang izin dalam menyelenggarakan vsahanya tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan dan persyaratan sebagai pemegang izin trayek dan peraturan yang
berlaku.
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BAB III

RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8
(delapan) tempat duduk sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua
belas) tempat duduk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

c. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16
(enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

d. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat
duduk sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kartu Pengawasan atau Jadwal Jam

Perjalanan sebagai berikut :

a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8
(delapan) tempat duduk Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas)
tempat duduk sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

c. Setiap movit bus dengan tempat duduk 13 (tiga belds) sampai dengan 16
(enam belus) tempat duduk sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu
rupiah);

d. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat
duduk sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Insidentil sebagai berikut :

a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8
(delapan) tempat duduk Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas)
tempat duduk sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

c. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16
(enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

d. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 17 (tujuh belas) sampai dengan 28
(dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu
rupiah);

e. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 29 (dua puluh
sembilan) temp 1t duduk sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Biaya administrasi Surat Persetujuan Izin Trayek Perdesaan atau Perbatasan atau

Perkotaaan dan/atau Rekomendasi Persetujuan, Retribusi atau Pembaharuan Izin

Antar Kota Dalam Propinsi atau Antar Kota Antar Propinsi atau Angkutan

Wisata atau Angkutan Sewa atau Kartu Pengawasan / Jadwal Jam Perjalanan

atau penerbitan STNK dengan perincian sebagai berikut :

a. Jumlah mobil penumpang umum / bus 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

b. Jumlah mobil penumpang umum / bus 6 (enam) sampai dengan 15 (lima

~ belas) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

c. Jumlah mobil penumpang umum / bus lebih dari 15 (lima belas) sebesar
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini dibayarkan ke

Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui PT Bank Jateng di Loket

Kantor Pelayanan Terpadu. |

Setlap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dlberlkan tanda bukti

penerimaan pembayaran.

§
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Pasal 13

Surat teguran atau peringatan kepada Wajib Retribusi dikeluarkan oleh Kepala KPT,

(1)
)

)

("
)

BAB IV
PEMBERIAN KERINGANAN
Pasal 14

Kepala KPT. atas nama Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan -

pembebasan retribusi.

Permohonan” pengurarigan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan
kepada Bupati melalui Kepala KPT secara tertulis disertai alasan-alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Permohonan dapat ditolak atau dikabulkan atas dasar pertimbangan, pengkajian
dan pemcnksaah terhadap data dan atau alasan- alasan dari pemokon. '

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala KPT.

Kepala KPT memberikan laporan dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab

kepada Bupati.

Pasal 16

Dengan bellakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor
121 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II I"arang,anyar Nomor 7 Tahun'1999 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

(M
(2)

Tembusan : \ )
Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar \\f":* e
Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar = *

B WD -

Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;

Pasal 17

Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.
Memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal © Oktobaer 06

Kepala DPU dan LLAJ Kabupaten Karanganyar.
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR  WU9 Tahun ool

TANGGAL f QKtober 2006

Form Permohonan
PERUSAHAAN OTOBUS

Alamat
Karanganyar
Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan izin trayek pedesaan

Kepada, Yth :

Bupati Karanganyar

Melalui :

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Karanganyar
Di-Karanganyar

1. Mengacu pada Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan, bersama ini kami :

Nama

Alamat

Nama Perusahaan

Bersama ini mengajukan permohonan

dengan jumlah dan data armada kendaraan umum, sebagai berikut :

No. Nemor Nomor | Masa Merk | Tahun | Daya Angkut | Trayek |
Kendara:in Uji = | berlaku | Pabrik Orang

i uji

8D

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan salinan berkas dokumen untuk
melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri : o
a. Akte rendirian Perusahaan/Koperasi dan/atau tanda Jati Diri Perorangan
(KPT); '

b. Surat persetujuan izin trayek perdesaan/perbatasan;



(0%

¢. Izin usaha angkutan umum;

d. Daftar armada kendaraan umum yang dimiliki serta dikuasai dan memenuhi
ketentuan persyaratan teknis laik jalan;

e. STNK dan Buku Uji;

f. Rencana Jadwal Jam Perjalanan / Kartu Pengawasan dan Jadwal jam
Perjalanan; '

g. Keputusan pemberian izin trayek perdesaan;

‘h. Keputusan pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan;

i. Bukti pelunasan iuran wajib pertanggungan kecelakaan dari PT. Jasa Raharja
(Persero).

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,




LOGO

LAMBANG
DALRAH
(PO)

Membaca

Meﬁimbang

Mengingat

LAMPIRAN II A
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR  HHE Tahub o
TANGGAL {( Oktober 2006

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KANTOR PELAYANAN TERPADU

JI. Lawu No.  Telp./Fax. (0271) 495269 SMS HP. (0271) 7061000
Kode Pos 57711 Karanganyar

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR :503/551.2/KPT/.......... / SK/.uuen. /2006
TENTANG
PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN
...................................................................... s T STEIR et shnannninie e N

BUPATI KARANGANYAR,

Surat petmohonan, Sdr! ... pimpinan perusahaan (PO)
.................................... . tanggal ........cccoeiiiicinseinnnn..., perihal Permohonan
pembahartuan izin trayek perdesaan.

a.  bahwa keputusan' pemberian izin trayek perdesaan yang telah berakhir
masa berlakunya wajib untuk diperbaharui;

b. bahwa keputusan pemberian izin trayek perdesaan nomor
........................ vires - SINERAL vy tOISN - betakhif thasa
berlakunya tanggal.................cccuenen... 3

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu atas nama Bupati.

1.  Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. . Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);

9.  Peraturan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7
Tahun 1999 - tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran daerah
Kabupaten Karanganyar tahun 2000 Nomor 32 seri B.43) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2006 (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006
Nomor 8);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 23 Tahun 2006

tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 23);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karanganyar (Berita Daerah Kabuapten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 35);

12, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006 tentang
Pedoman Standard Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daearah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2006 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Memberikan [zin Trayek Perdesaan kepada

Nama Perusahaan

Alamat

Nomor Induk Perusahaan -

Untuk melayani angkutan pesnumpang dengan kendaraan bermotor umum
daya engkut maksimum 16 (enam belas) orang, pada trayek
Masa berlak unya Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan
I B T e el e e e S sampai dengan tanggal
Pemegang Izin Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA
Keputusan ini wajib mentaati ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut
dalam Keputusan ini;

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA
Keputusan ini dapat berakibat Izin Trayek Perdesaan dapat dicabut sementara
waktu selamanya; .

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Karanganyar
NOMOG cede e v e, o ctoabitin tentang Pemberian Izin Trayek Angkutan
Perdesagn (PO) ......... i e i e s ane SO A e N
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;



KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
A BNEBAL 1. viicvisiccrioesssrsnsosiivins

An. BUPATI KARANGANYAR ;
- KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
‘ KABUPATEN KARANGANYAR

{1
W T b i
| R ik

..................................................

Tembusan :

Bupati Karanganyar :

Kepala Dinas PU dan LLAJ

Kepala Polisi Resort Karanganyar

Kepala kantor Satpol PP Kabupaten Karanganyar
Kepala bagian Hukum dan Ortala Setda Karanganyar
Arsip
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LAMPIRAN II B

' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR - YYg Tahun 00L&
TANGGAL O oktpber 2006

KETENTUAN DAN SYARAT BAGI PEMEGANG IZIN TRAYEK PERDESAAN

Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;

Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

Melunasi Turan Wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;

Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;

Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan dan laik jalan;

Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu
Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

Mengoperasikan kendaran sesuai izin trayek yng dimiliki;

Mengutakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan
yang mengakibatkan korban jiwa;

Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan kendaraan
yang digantikan;

Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;

Setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu
pengawasan;

Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;

Memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;

Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal
1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;

Melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;

Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;

Mematuhi ketentuan tarif;

Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

A% Hj. RINA IRIANI SRERATYANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.




LAMPIRANII C

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR HUug  Tahun QoobH
TANGGAL G OKtobur @ ovb

PEMERIN Al KABUPATEN KARANGANYAR

KANTOR PELAYANAN TERPADU

JI. Lawu No. Telp./iax. (0271) 495269 SMS HP. (0271) 7061000
Kode Pos 57711 Karanganyar

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 503/551.2/KPT/002/ SK/XI1/2006
TENTANG '
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN

BUPATI KARANGANYAR,

Membaca : Surat pefonoaan, SOV, ... e iriciminssrmrisss ,pimpinan perusahaan (PO)

....................................... y tangeal 0. perihall’ Permohenan
pembaharuan izin trayek perdesaan.

Menimbang : a.  bahwa keputusan pemberian izin trayek perdesaan yang telah berakhir

masa berlakunya wajib untuk diperbaharui;

b = BN AD S F R OB RN SEDAZ A N7 i veertin s rivvoctunseims ranms b ssaabac S iyl a¥orees

c. bahwa untuk mengoperasikankendaraan umum di jalan sesuai izin
trayek perdesaan yang telah ditetapkan perlu diterbitkan Keputusan
pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan;

d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu atas nama Bupati..

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

- Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
3480);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia "Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

7.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7

"~ Tahun '1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Karanganyar Nomor 7
Tahun 1999  tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran daerah
Kabupaten Karanganyar tahun 2000 Nomor 32 seri B.43) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006
Nomor 8);

10. Peraturan daerah Kabupaten karanganyar Nomor 23 Tahun 2006
tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 23); :

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang
Pelimpahan Sebagian K ewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karanganyar (Berita Daerah Kabuapten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006 tentang
Pedoman Standart Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daearah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2006 Nomor 36).

13. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor
503/551.2/KPT/ /SK/ /2006 tangeal o T
tentang Pemberian Izin Trayek Angkutan Perdesaan
......................................... A Ol e

MEMUTUSKAN

Pelaksanaan Pemberian Izin Trayek Perdesaan, jumlah kendaraan, Jumlah
perjalanan, Sifat Pelayanan dan sifat perjalanan:

Masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan
et LR T o 0 SR R e e e sampai dengan tanggal
Pemegang 'zin irayek Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA
Keputusan ini wajib mentaati ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut
dalam Keputusan ini;

Trayek sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA K. eputusan ini dilayani
dengan kendaraan umum sebagaimana tersebut.dalam Lampiran Keputusan
ini:

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keput: uan Bupatl Karanganyar
INOTHOE  Lcannmeansasitist ity tentang Pelaksanaan Izin Trayek
An;,kutan Perdesaan A} e e 5 an. Sdr.
...................................... ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
padatanggal ..c......ccueirioiinan

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR

Tembusan :

1.  Bupati Karanganyar ;

2. Kepala Dinas PU dan LLAJ

3. Kepala Polisi Resort Karanganyar

4.  Kepala kantor Satpol PP Kabupaten Karanganyar

5.  Kepala bagian Hukum dan Ortala Setda Karanganyar
6.  Arsip

)

¢ Hi. RINA IRIANI SR RATNAKINGSIH, S.Pd.,M.Hum.
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LAMPIRAN II D

PERATURAN BUPATI ISNARANGANYAR
NOMCR = Y49 Tahun <006
TANGGAL & ORober ool
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR v
| NOMOR i W
fi1 ;\H\ I\\MGGAL‘ b A A | (N [ fir1 et gt o :, TR 'H 1‘,“ i
‘ ‘ LT
Daftar Armada KendaraanUmum
Nama Perusahaan
Nama Pemegang Izin Trayek
Alamat
No. Nomor Nomor Uji Merk Tahun Daya Trayek
Kendaraan Pabrik/Tipe Angkut
Orang
TRTIS Y EIE ARl b [ty sy iy
s I
M

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR

..............................................

N
A%  Hj. RINA IRIANY SR



LAMPIRAN II E
: ‘ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
e o ) NOMOR Uwe 1akun Kool ) |
| . | TANGGAL ¢ pRober 006 -

Vil ‘{ | ‘EMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KANTOR PELAYANAN TERPADU
‘ , HJl Lawu Telp /Fax. (0271) 495269 Kode Pos 57711

KARTU PENGAWASAN
NOMOR  : 503/551.2/KPT

(IR RIS

UNTUK MENG ANGKUT PENUMPANG UMUM |

Berdasarkan Keputusan pembgria‘n izin trayek perdesaan :

Nomor G tanggal Perusahaan
L0 I R R e An. PIonpihh L hl bbbl

Sesuai Lamplran Keputusan Pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan :
T S e e inhn tanggal ...................................... ; Perusahaan (PO)
........................................... Oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar diberikan
Kartu l’°nz,awasun kepada pemilik kendaraan umum:
R s S el el B e

.............................................................................

UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIPERGUNAKAN KE&I‘;JDARAAN UUMUM SEBAGAI BERIKUT :

Tanda Nomor Kendaraan ! Ditetapkan di Karanganyar
Nomor uji S | pada tang,g,al
Daya angkut : 1 Otang
(i Kg. Barang =~ AN BUPATI KARANGANYAR |
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
Motk Pl : KABUPATEN KARANGANYAR
Tipe
Tahun :
Kode Trayek | T e
Kelas Pelayanan : Ekonomi

JADWAL JAM PERJALANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
No.  Tempat Persinggahan  Tiba Berangkat Ng '_nIempat Persmggahan Tiba = Berangkat

‘»H\\‘i‘ R
Il ?“\ | 41

TTSSNNNIFURRME - PSRRI tTE X ST



